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| ”Birbkraéi jangan hambat
izin pendirian rumah ibadat”

Laweyan (Espos) dar opersional prosedur (SOP), tidak ada kepas-
: tian proses perizinan, kurangnya kesadaran pe-
| Akidemisi LINS Solo Isharyanto menilai per- mohon izin, benturan peraturan dan lemahnya
saaldn teknis birokrasi di Pemerintah Kota (Fem- koordinnsi antarinstansi.
kot) Solo tidak boleh menghambat atau membe- “Pemberian izin pendirian tempat ibadat pada:
lokkan maksud kebijakan périzinan pendiriantu-  priosipnya harus dintamakan untuk melindungi
mah ibadat, Isharyanto menyebut ada delapan HAM, terutama kebebasan beragami. Pemberian
sebab pendirian rumiah ibadat hermasalah, {zin rumah ibadat, terangnya. merupakan salah sa-

Penegasan pengajar Fakultas Hukum UNS  tu instrumen pemerintah dalam memenuhi HAN.
itu disampaikan dalam diskusi publik di LSM  Oleh karenanya, lanjutnya. prinsip perizinan it ti-
Commitment Selo, Kamis (6/8). tentang pen- dak boleh diciderai dengan-adanya persoalan-per-
dirian rumah ibadat dalam perspekiif hak asa- <oalan teknis birokratis yang dapatmenyayatmak- |
st manusia (HAM), na dan tujuan ik,

Kedelapan persoalan yang menghambat pro-  “Tidak ada alusan menunda perizinan i kepa-
ses perizinan pendirian tempat ibadat itu, kata da siapa pun yang mengajukannya atau dari pe-
dia, di antaranya, tidak adanya upaya hukum ying meluk agama apa pun, selang s arat izin ||
mengatur jika permohonan tidak mendapatkan sudahterpenuhi, Persoalanmya kadar
tanggapan semestinya, adanya sistem perizinati salah dalam penerapan hutkum yang
bertahap atau berlapis, tidak ada Kejelnsan stan-  Kan dalam tingkat teknis birokrasi:




